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BAB III 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil analisis BAB II tersebut diatas 

dapat diperoleh kesimpulan bahwa : 

a. Undang Undang No 13 Tahun 2003 tidak ada menulis bahwa pekerja 

waktu tertentu atau pekerja kontrak berhak atau tidak atas cuti 

tahunan, tetapi jelas mengatur dalam pasal 79 ayat (2) point c yang 

isinya adalah pekerja berhak untuk mendapatkan cuti tahunan, 

sekurang –kurangnya 12 (duabelas) hari kerja setelah pekerja tersebut 

bekerja selama 12 (dua belas). 

Apabila seorang pekerja yang statusnya pekerja waktu tertentu, 

dan masa kontraknya lebih dari 1 (satu ) tahun atau diperpanjang 

untuk jangka waktu lebih dari satu tahun maka pekerja waktu tertentu 

ini berhak untuk mendapatkan cuti tahunan.  

Hak cuti antara pekerja kontrak (PKWT) dengan hak cuti pada 

pekerja tetap (PKWTT) keduanya sama-sama mengacu pada Undang 

Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 yang mengatur secara 

tegas  dalam Undang Undang ketenagakerjaan persoalan cuti tahunan 

dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c dan Pasal 79 ayat (3) yang berbunyi: 
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a. Cuti tahunan,sekurang kurangnya 12(dua belas) hari kerja setelah 

pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (da belas ) 

bulan secara terus menerus. 

b. Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) huruf c diatur d
21

alam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 

Jadi pada dasarnya tidak ada perbedaan hak cuti antara pekerja 

kontrak dengan pekerja tetap, namun bila pekerja merasa hak-

haknya  telah dilanggar oleh perusahaan maka  dapat melaporkan 

hal ini ke disnaker guna diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur 

mediasi dengan perusahaan 

 

b. Undang Undang No 13 Tahun 2003 tidak ada menulis bahwa pekerja 

waktu tertentu atau pekerja kontrak berhak atau tidak atas kompensasi 

dari pengusaha atau tempat pekerja itu bekerja, tetapi dalam pasal 156 -

160 jelas mengatur tentang perhitungan kompensasi yang meliputi 

pesangon. Penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak akan 

tetapi peryataan itu lebih ditekankan untuk mengatur pekerja waktu 

tidak tertentu , tentang hak-hak pekerja yang telah mengalami 

pemutusan kerja oleh pengusaha yang membedakan adalah pesangon, 

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang disebabkan 

oleh berbagai hal misalnya pada kesalahan-kesalahan tertentu yang 
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dianggap perusahaan sebagai kesalahan berat diatur lebih mengarah 

untuk pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap .Pemberian 

pesangon untuk PKWT tidak diatur khusus dalam peraturan yg berlaku 

di Indonesia, baik dalam Undang Undang No 13 maupun Kepmen. 

Hanya saja pada pasal 62, UU 13 tahun 2003 tentang 

Ketenegakerjaan disebutkan bahwa Apabila salah satu pihak 

mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang 

ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya 

hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan 

membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh 

sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Tetapi 

itu semua tergantung isi dari PKWT, jika diatur dalam Pe
22

rjanjian ya 

harus diberikan. 

Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan kontrak sebelum 

berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, perusahaan tidak ada 

kewajiban memberikan pesangon namun wajib memberikan ganti rugi 

sebagaimana diatur dalam dalam Undang Undang Ketenagakerjaan 

No.13 tahun 2003 pasal 62, Apabila hal tersebut diatur didalam PKWT 

dan nilainya lebih baik dari ketentuan Undang Undang maka diberikan 

sesuai dengan isi perjanjian, namun jika nilainya lebih rendah dari 
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ketentuan Undang Undang  maka ganti kerugian sesuai dengan Undang 

Undang 

namun pekerja waktu tertentu yang mengalami pemutusan dari 

pengusaha tetap mendapat hak yaitu berupa ganti kerugian atau 

wanprestasi dari pengusaha.  

2. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan , maka penulis memaparkan 

saran : 

Pemerintah diharapkan untuk mengatur lebih rinci point-point yang 

terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, seperti beda hak dan kewajiban yang diperoleh pekerja 

waktu tertentu, agar lebih menjamin perlindungan hukum dalam mendapat 

hak-hak yang seharusnya dapat pekerja terima dari pengusaha tempatnya 

bekerja, seperti cuti tahunan dan kompensasi yang seharusnya diterima 

pekerja kerena pemutusan hubungan kerja secara sepihak. 
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